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PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 16 TAHUN 2017  

TENTANG 

STATUTA POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah 

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 

Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Politeknik Ketenagakerjaan perlu menetapkan Statuta 

Politeknik Ketenagakerjaan; 

b. bahwa Statuta Politeknik Ketenagakerjaan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a merupakan acuan pengelolaan 

dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di 

Politeknik Ketenagakerjaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Statuta 

Politeknik Ketenagakerjaan;  

 

Mengingat :  1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279);  
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5336); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5500); 

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); 

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 

2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 

Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang 

Diselenggarakan oleh Pemerintah; 

10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan 

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan 

Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta 

Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di 
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Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015   Nomor 411); 

11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 

2015 tentang Lambang Kementerian Ketenagakerjaan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

1239); 

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1952); 

13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 

2017 tentang Organisasi  dan Tata Kerja Politeknik 

Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1360); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN   MENTERI   KETENAGAKERJAAN TENTANG 

STATUTA POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN.  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Politeknik Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut 

Polteknaker adalah perguruan tinggi di Kementerian 

yang menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi 

dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi 

yang terkait dengan ketenagakerjaan. 

2. Statuta Polteknaker yang selanjutnya disebut Statuta 

adalah peraturan dasar pengelolaan di Polteknaker yang 

digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan 

prosedur operasional. 

3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program 

diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk memiliki 

pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai 

program sarjana terapan. 
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4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang 

terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Polteknaker. 

5. Senat adalah Senat Polteknaker. 

6. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan di 

Polteknaker dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang 

mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 

penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polteknaker. 

8. Program Studi yang selanjutnya disebut Prodi adalah 

kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang 

memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu 

dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan 

profesi, dan/atau Pendidikan Vokasi.  

9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang 

pendidikan tinggi yang terdaftar secara sah pada salah 

satu Prodi Polteknaker. 

10. Direktur adalah Direktur Polteknaker. 

11. Pembantu Direktur adalah Dosen yang diberikan tugas 

tambahan membantu tugas Direktur. 

12. Alumni adalah Mahasiswa yang telah lulus dari 

pendidikan di Polteknaker dan menerima tanda bukti 

kelulusan berupa ijazah dan/atau sertifikat 

kompetensi. 

13. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya 

disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik untuk 

mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi di 

Polteknaker secara berkelanjutan. 

14. Lambang Polteknaker adalah simbol pada logo 

Polteknaker. 

15. Bendera adalah Bendera Polteknaker. 

16. Pataka adalah bendera kehormatan Mahasiswa 

Polteknaker. 

17. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya 

disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat 
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informasi mengenai capaian akademik atau kualifikasi 

dari Alumni. 

18. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang 

selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka 

penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat 

menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan 

antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja 

serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian 

pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur 

pekerjaan di berbagai sektor. 

19. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang 

selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan 

kemampuan kerja yang mencakup aspek 

pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta 

sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas 

dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 

21. Kementerian adalah kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

ketenagakerjaan. 

 

BAB II 

IDENTITAS 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 2 

(1) Polteknaker merupakan perguruan tinggi negeri di 

Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai. 

(2) Polteknaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri 
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